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Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor
Produksi  Primer yang  Memenuhi  Standar  Mutu
dan   Keamanan   Pangan   Lingkup   UPT   Stasiun
KPIM Merak (%)



:       lK.1

:    Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan perikanan
.    Persentase ha§ll kelaufan dan perikanan s®ktor prodLiksi primer yang memenuhi standar mutu dan

k®amanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Wlerak (%)

a)gFiN!S!
•    Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sek(or primer yang memenuhi Standar Mutu dan  Keamanan Pangan adalah ukufan dalam menilai seberapa besar volume atau jumfah produk

hasil  kelautan  dan  perikanan  sektor produksi  primer  perikanan  budidaya  meliputi  CBIB,CPIB,CPPIB,CPOIB,  CDOIB  dan  perikanan  tangkap  meliputi  CPIB  di  kapal  yang  telah  sesuai
dengan standar, kriterla keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas  Kompeten.

•    SIstem  Jaminan  Mutu  dan  Keamanan  Hasil  Kelautan  dan  Perikanan  adalah  upaya  pencegahan  dan  pengendalian  yang  harus  diperhatikan  dan  difakukan  sejak  pra  produksi  sampai
dengan  Pemasaran  untuk  menghasllkan  hasjl  kelautan  dan  perlkanan  yang  bermutu  dan  aman  bagl  kesehatan  manusia.  Standar  Mutu  dan  Keamanan  Pangan  Hasil  Kefautan  dan
Perikenan dicapai melalui penerapan Si§tem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

•    Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfoku§ pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan

pengumpulan hasil laut lainnya.
•    Sfandar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengaou kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (§Nl)
2. Standar lainny8 yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri afau luar negeri sesuai ketentuan yang beriaku

•    Output kegfatan berupa rekomendasi yang diberikan dart hasil inspeksi dalam sistem OSS maupun secara manual.

£AFtA pENcauKuffiARE

Satuan Pengukuran

Thngkat Validita§ IK

Sumber Data

J6nls Perhitungan Data

Metode Cascading

Polarisasi

ParlndB Pelarinman

%X =  Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer
yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

A=      Persentase unitusahayang menerapkancBIB
a =      Persenfase unitmenerapkan CPIB

8 :    ::::::::: E:i: E:#: ymaenngera:R:rna%kpag,gpplB

Persentase

0() Output Tk. Kendall Rendah
UPT  .' ..........

E =        Persentase unit usaha menerapkan cpoIB
F =         Persentase unit usaha menerapakn CPIB Kapal
xn =       Jumlahdari unsurpembentuk  (6)*)

•}Komponenpembentukyangdlhl.ungberdasarkankarakteristlk

ser.iflkasl jamlnan mu.u sek.or produksl prlmer yg ado UPT

( ) Output Tk. Kendali Tinggi

( ) Akumulasi                                    ( ) Rate-rate

( )Adopsi Langsung                      ( ) Lingkup Dipersempit

{X) Maximize                                    ( ) Minimize

/ \ BiJlanan                                           / \ Triwiilanan

(X) NIIal PoclsI Akhlr

(X) Kompon®n P®mb®ntuk

( ) Stabilize

/ \ sfimefteran

( ) Outcome

( ) Buat Baru

lx` Tahunan



Persentase  hasil  kelautan  dan  perikanan  sektor
produksi  pasca  panen  yang  memenuhi  standar
mutu    dan    keamanan    pangan    lingkup    UPT
Stasiun KPIM Merak (%)



:      IK.2

:    Program Nilai Tambah darl Daya §aing lndu§tri
Per5Bntase basil kelautan dan perikanan sektQr produk§i pa§ca panen yang memenuhi sfandar•    mutu dan keamanan pangan lingkup UPT §tasjun KIPM Merak {%)

DEFINIS!
• Presentase  Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca  Panen  yang  memenuhi Standar  Mufu dan  Keamanan  Pangan adalah ukuran dafam  menilai §eberapa besar volume afau jum|ah

produk hasil kelautan dan perikanan sektor Preduksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan
pangan yang dltetapton oleh Otorifas  Kompeten.

• §i§tem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kefauton dan Perikanan adafah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pro produksi sampai dengan

pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan amen bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Ha8« Kelaufan dan Perlkanan dicapai
melalul penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perihanan.

• Sektor prodLikei Pasca Panen merujuk kepada  rangkafan kegiatan yang dilakukan §etefah  ikon  atau hasll perikaman  djtangkap dengan tujuan unfuk meningkatkan nilai, menjaga  kua|ifas,
memp©rpanjang umur §impan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.

• Sfandar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelaufan dan Perikanan mengacu kepada:
1, §fandar Naslonal Indonesia (SNl);                                      3. Standar lainnya yang dlper§yaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang behaku.
2. Standar lntemasional (Codex Alimenfarius);

• Sertmkat  Penerapan  PMMT/HACCP  dan  SKP  yang  diterbitfan  berdasarkan  ruang  lingkup  produk, jenis  olahan  ikan,  unit proses, dan/atau  potensi  bahaya  (hazard)  yang  berbeda  yang
ditangani dan/afau diolah.

GAffiAF5HNcaL!#L#ffiAas

%X =  JL±JB.X100%
rm

%X =  Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan
A =       Pre§entase penerbitan sertifikat Hazard Analysis critical control point (HACCP) ruang lingkup produk
a =      Persentase sKp yang diterbitkan di unit pengolahan lkan skala UMKM dan  menengah besaryang menerapkan GMPSSOP
xn =     Jumlah dari un§ur pembentuk  (2)

•) Komponen pembel.tuk yang dlhlturlg berdasarkan karakterlstlk sertlfikasl )amlnan mutu sektor pasca panen yg ado UFT

:        Persenfa§e

:        (X} Output Tk. Kendali Rendah                         ( ) OutputTk. Kendali Tinggi

:        Pusat pengendalian dan pengawa8an Mutu pa§ca panen

( ) Akumulasi                                " Rate-rafa

( } Adopsi Langsung                    (X) Llngkup Dlp®rs®mpll

{X) Maximize                                  { ) Minimize

( ) Bulanan                                       ( ) Triwulanan

(X) Nilal Po§l§l Akhir

( ) Komponen Pambentuk

( ) Stabilize

( ) SemBstoran

( } Outcome

( } Bust Baru

(X) Tahunan



Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di
wilayah RI Iingkup UPT Stasiun KPIIVI Merak (%)



BEF!NIS!
•  Pengawasan

lK.3

Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawa§an Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Persentase pengawasan mutu ha§il perikanan di wilayah Rl lingkup UPT Sfasiun
KIPM Merak (%}

mutu  adalah  semua  kegiatan  yang  meliputi  bimbingan  fasilitasi,  pemantauan,  dan  evaluasi  terhadap  mutu  dan  keamanan   hasil
perikanan

•   Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah  RI merupakan nilai  Pengawasan Mutu ha§il KP di wilayah  Ftl yang meliputi  pengawasan
implementasi  dari  terbitnya  lnpres  01  Tahun 2017 ten fang  Gerakan  Masyarakat  Hidup  Sehat dan  melalui  monitoring terhadap cemaran  marine
b/'ofox/.n dan/atau cemaran kimia berbahaya yang berdampak pada mutu hasil KP.

•   Lokasi dari kegiatan Pengawasan ini dilakukan di Kab/Kota yang konsumsi ikannya tinggi dengan lokus adalah Pasar moderen, Pasar Tradisional,
Supplier,   Tpl/Ppl  yang   produk  ikannya  dikon§umsi  oleh   masyarakat  lokal/domestic.   Melalui   pengawasan   penilaian  sarana  prasarana  dan
Pengujian Sampel produk perikanan dengan parameter uji Organoleptik, mikrobiologi, kimia dan bahan berbahaya (formalin) dan parameter uji lain
yang  diperlukan   dan  Lokasi  wilayah  Perairan/Pelabuhan  Perikanan  di  wilayah  Republik  Indonesia  yang  dilakukan  monitoring  terhadap  ikan
dan/atau  hasil  perikanan yang  menjadi  sumber bahan  baku  lndustri  maupun  konsumsi domestic yang  bebas dari  cemaran  mar/.ne b/.otox/.n dan
cemaran kimia berbahaya.

£ARAPENffiuREayE€AEN

%X = f I 100%

Satuan Pengukuran

"ngkat Validitas lK

Sumber Data

Jenis Perhitungan Data

M6tode Cascading

Polaricasi

Perjode Pelaporan

%X =  Persentase pengawasan mutu dan hasil perikanan di wilayah RI
A =       Jumlah kab/kota /yang dilakukan pengawasan mutu hasil Kp di wilayah RI
a =       Jumlah  kab/kota/yang ditetapkan untuk dilakukan pengawasan mutuhasil Kp di wilayah RI

Persentase

(X) Output Tk. Kendali Rendah                         ( ) Output Tk. Kendali Tinggi                                     ( ) OLltcome

Pu§at Pengendalian dan Pengawasan Miltu Pasca Panen dan Pu§at Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer

( ) Akumulasi                                   ( ) Rata-rate

( ) Adopsi Langsung                    (X) Lingkup Diper§empit

(X) Maxlmlze                                  ( ) Minimize

( ) Bulanan                                        ( ) Triwulanan

(X) Nilai P®sisi Akhir

{ ) Komponen Pembentuk

( ) Stabilize

( ) Semestoran

( ) Buat Baru

(X} Tahunan



Rasio  Ekspor  lkan   dan   Hasil   Perika"
Diterima  Oleh   Negara  Tujuan   Ekspor
UPT Stasiun KPIM Merak (%)



lK.4

Program Nilai Tambah Daya Saing lndustri
Raslo ®ksp®r ikan dan hasjl perlkanan yang diterlma oleh n®gara tujuan ekq]or llngkup UPT
Sta§iun KIPM Merak (%)

SEF!N!§i
•   Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor merujuk pada perbandingan antara jumlah ifan dan hasil perikanan

yang  di§ertifikasi  Oumlah  HC  yang  terbit)  dan  volume  yang  diekspor  ke  pasar  intemasional  dan  penolakan  terhadap produk  ikan   dan  hasil
perikanan oleh negara tujuan ekspor (HC yang ditolak oleh negara tujuan ekspor).

•   Pengiriman  ikan  dan  hasil  perikanan  yang  diekspor  telah  memenuhi  persyarafan  mutu  dan  keamanan  hasil  perikanan serta  tidak  dHakukan

penolakan   oleh   negara   tujuan   ekspor,   Rasio   ini   penting   untuk   memahami   bagaimana  sektor  perikanan   memberikan   kontribusi  terhadap
perekonomian khususnya perdagangan interna§ional.

•   Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) adalah sertifikat yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhij persyaratan mutu dan
keamanan  untuk  konsumsi  manusia  dan  Bukti  pengiriman  hasil perikanan yang telah  memenuhi  persyaratan adalah diterimanya  Sertifikat  Mutu
dan Kemanan Hasil Kelautan dan Perikanan.

CARA PENGUKURAN

Satuan Pengukuran

Tingkat Validitas lK

Sumber Data

Jeni8 Perhitungan Data

Metode Cascading

Polari§a§i

Periode Pelaporan

A-BX-
A

#  =  Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan etspor (%)

A = HC yang diterbitkan oleh BPPMHKP
8 = Jumlah HC yang ditolak oleh negara tujuan

{Notiif ekasi Penolehan lcasus/penoidkan HC mutu dtlampirkan)

Per§entase

(X) Output Tk. K®ndali Rendah                         ( ) Output Tk. Kendali Tinggi

Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pasca Panen dan Pu§at Manajemen Mutu

( ) Akumulasi                                   ( ) Rata-rafa

( ) Adopsi Langsung                    {X) Llngkup Dlp®rsempil

(X) Maxlmlzo                                   ( ) Minimize

(    ) Bulanan                                     ( ) Triwulanan

(X) NIlal PoSlsl Akhlr

( ) Komponen Pembentuk

( ) Stabilize

(   ) Sernesteran

( ) Outcome

( ) Biiat Baru

I X  ) Tahunan



Nilai  pemenuhan  penerapan  sistem  manajemen
mutu     laboratorium     penguji     dan     Lembaga
inspeksi lingkup UPT Stasiun KPIM Ivlerak (%)



lK.5

Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Ha§il Kelautan dan Perikanan
Nllal pemenulian penerapan slst®m mana[emen mLltu laboratorlLim pengujl dan Lembaga lnsp®k§l llngkLip UPT
§tasiun KIPM M®rak (%)

HEFiNIsi
I       Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga  inspeksi merupakan ha§il penileian dari evaluasi terhadap  laboratorium dalam mematuhi standar

mutu  yang  beriaku  yang  mengacu  pada-ISO/IEC  17025  dan  ISO'/lEC-i7020  dan  dinyatakan  dalam  bentuk  presenfase  berdasarkan  Tingkat  kesesuaian  temadap  kriteria  yang  telah
difetapkan dalam sfandar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa laboratorium telah memenuhi afau mendekati pemenuhan ferhadap standar sistem manajemen mutu, sedangkan skor
rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan sistem mamajemen mutu yang perlu dlperbaiki,
lso/lEC  17025  merupakan  sebuah  standar  pada  laboratorium  pengujian  dan  laboratorium  kalibra9i  yang  digunakan  sebagai  aouan  untuk  mendapatkan  pengakuan  formal  (akredifasi)
sebagai laboratorium pengujl yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan ferhadap valldltas data hasil pengujian balk dlclalam maupun luar negerl
Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu faboratorium penguji (lso 17025) di laboratorium offlci.a/ con fro/ yang dinilai melingkupi:
1. Ruang Lingkup;             3. Persyaratan umum;             5. Persyaratan sumber Daya;       7. Persyaratan sistem Manajemen
2. Acuan Nomatif;           4. Persyaratan struktural;       6. Persyarafan proses;
lso/lEC  17020 adalah  standar yang  mengatur persyaratan  untuk Lembaga  lnspeksi  yang  melakukan  inspeksi teknis dan non teknis,  standar ini  bertujuan memastikan  bahwa  Lembaga
inspeksi menjalankan proses inspeks! yang konsisten, objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Nilai kualitas penerapan lso/lEC 17020 diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sjstem manajemen mutu Lembaga inspeksi (lso 17020) yang dinifai meljngkupi:

1. Persyaratan umum          2. Persyaratan struktural      3. Persyaratan sumberdaya    4. Persyaratan proses      5. Persyaratan sistem Manajemen

CARA PEN6UituE%ARE

96X=¥xl00%

Satuan PengLikuran

Tingkat Validitas lK

Sumber Data

Jenis Perhitungan Data

Metode Cascading

Polari§asi

Periode Pe'laporan

% X = Persentase Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspek8i
A   = Presentase Nilai Penerapan lso 17020
a   = Presentase Penerapan ISO 17025

Persenfase

( X ) Output Tk. Kendall Rendah                      (     ) OutputTk. Kendali"nggi

Pusat Manajemen Mutu

(     )Akumulasi

(    )Adopsi Langsung

(  X  ) Maximize

(    )Bulanan

(     )Rata-rota

{  X  ) Llngkup Dlpersemplt

(    )Minimize

( ) Triwulanan

(  X) NIIal PoslsIAkh[r

(     ) Komponen pembentuk

(     )Stabilize

(    ) Semesteran

(        )Outcome

(    )BuatBaru

( X  ) Tahunan



Inovasi  pelayanan publik yang diterapkan pada
unit kerja lingkup UPT Stasiun KIPM Merak
(Inovasi)



IK.6

Tata Kelola Pemerintahan yang Balk Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan (BPPMHKP)
lnovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja lingkup UPT Stasiun KIPM Merak
(Inovasi)

mgFBNi.§l
•BerdasarkanPeraturanMenteriPANRBNomor7Tahun2021,inova§ipelayananpublikadalahterobosanjenispelayananpublikbaikyangmerupakangagasan/idekreatif

orisinil  dan/atau  adaptasi/modifikasi yang  memberikan  manfaat  bagi  masyarakat,  baik §ecara  langsung  maupun  tidak  langsung.  Dengan  kata  lain,  inovasi  pelayanan
Publik sendiri tidak  mengharu§kan  suatu  penemuan  baru,  melainkan  pula  mencakup  satu  pendekatan  baru  baik  berupa  inovasi  pelayanan  publik hasH  dari  perluasan
maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publjk yang ada.

•    Kriteria lnovasi: memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer/direplikasi, berkelanjutan
I    Kelompok inovasi: umum, khusus
I   ASpek penilaian  Kelompok  umum:  ringkasan  (5%),  ide  inovatif (20°/a),  Signifikansi  (25%),  Kontribusi  terhadap  capaian  TPB  (5%),  Adaptabilitas  (20%),  keberlanjutan

(20%), Kolaborasi pemangku kepentingan (5%)
•   Aspek penilaian Kelompok Khusus: Pembaruan/Peningkatan inovasi (25%), Adaptabilitas (20%), Penguatan keberlanjutan (25%), Evaluasi (30%)
•    Persyaratan  inovasi:  memenuhi seluruh  kriteria  inovasi;selaras  dengan tema  kompetisi;  relevan dengan  salah  satu  kategori  kompetisi  dan  kelompok inovasi,  diajukan

dalam bentuk proposal dan di§ertai dokumen pendukung; menggunakan judul yang menggambarkan inova§i dengan memperhatikan norma dan kepantasan.
•    lKU inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Lingkup UPT BPPMHKP, dengan ukuran sebagai berikut:

a.       Eselon 2 yang ditetapkan oleh unit Eselon I untuk mengajukan proposal inovasi kepada Tim penilai Eselon I.
b.      Target hasil : Jumlah proposal unit kerja level 2 yang ditetapkan dalam BA penilalan oleh Tim penilai Eselon I,

CARA PENGUKURAN

lnovasi dihitung dari:
Jumlah inovasi yang diusulkan untuk tahap seleksi administrasi di Tingkat BPPMHKP

dan ditetapkan melalui Berita Acara yang ditetapkan oleh Tim Penilai



Satuan Pengukuran

Tingkat Validitas IK

Sumber Data

Jenis Perhitungan Data

Metode Cascading

Polarisasi

Periode Pelaporan

lnvasi

( ) Output Tk. Kendalj Rendah                   (   ) OutputTk. Kendali Tinggi

:        UPTlingkupBPPMHKP

:        (     )Akumulasi

:        (    )AdopsiLangsung

:       (X)Maximize

:        (    )Bulanan

(     )Rata-rata

( ) Lingkup Djpersempit

(    )Minimize

( ) Triwulanan

(X) Outcome

(  X ) Nilai Posisi Akhir

(X) Komponen pembentuk            (   ) Buat Baru

(     )Stabilize

(  ) Semesteran ( X  ) Tahunan



lndeks kepuasan masyarakat terhadap layanan
lingkup UPT Stasiun KPIM Merak (lndeks)



lK.7
Tata Kelola Pemerintahan yang Balk Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan (BPPMHKP}
Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan lingkup UPT Sfasiun KIPM Merak {Indeks}

DEFINIS!
•      lndeks Kepuasan Masyarakat (lKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantifatifdan kualitatif alas

pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.
Pengukuran  lndeks  Kepuasan  Masyarakat (lKM) di  Unit Pelaksana Teknis (UPT)  lingkup  BPPMHKP  menggunakan eletronik SKM  (e-survey SKM), masyarakat/pengguna
jasa  untuk  dapat menyatakan  persepsi  alas  kepuasan  layanan  dapat  mengak§es  Aplikasi  Survey  Kepuasan  Masyaraket  dengan  alamat:  https://ptsp.kkp,go.id/skin/login
Aplikasi yang terdapat di web tersebilt dapat di akses oleh kepada pengguna jasa di masing masing UPT BPPMHKP.
Daflar perfanyaan survey terdiri alas 9 unsur pehanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan;  BiayaITarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana;
Perilaku Pelak§ana; Penanganan Pengaduan; dan §arana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata ha§il kuisioner dari seluruh UPT BPPMHKP.

CARA PENGUKURAN

Sumber Data

Jeni§ Perhitungan Data

Bobot Nilai rata+afa tertimbang = Jumlah Bobof =    1 = 0.1111
Jumlah unsur      9

untuk memperoleh nilei SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nhai rota-rata tertimbang dengan njmus sebagai berikut:

lKM = Total dari nilai Berseosi Der unsur x Nilat penimbang Total ulrsur yang terisi

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penMafan SKM yaitu anfara 25-100 maka hasil penilafan fersebut di atas dikonversikan dengan nifai dasar 25, dengan
rumu§ sebagai berikut:
lKM unit pelayanan x Z5

Indeks

(X) Output Tk, Kendali Rendah ( ) Output Tk. Kendali Tinggi (        )Outcome

Pusat Manajemen Mutu

(     )Akumula§i

(    )Adopsi Langsung

(  X  ) Maximize

(    )Bulanan

(     )Rata-rata

(  X  ) Lingkup Dipersempit

(    )Minimize

( x) Trtwulanan

(  X) Nilai P®sisiAkhir

(     )Komponen pembentuk

(     )Stabilize

(  X ) Semesferan

(    )BuatBaru

( X  ) Tahunan



lndeks      Profesionalitas     ASN      lingkup     UPT
Stasiun KPIM Merak (Indeks)



IK.8

Tata Kelola Pemerintahan yang Balk Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelaufan
dan Perikanan (BPPMHKP)
Indeks Profesi®nalita§ ASN lingkup UPT §fasiun KIPM Merak (lndeks}

ffiEF!EN!§i
•     Profe§ionalitas  adalah  kualitas  para  anggota  profesi  terhadap  profesinya  serta  derajat  pengetahuan  dan  keahlian  yang

mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.
lndeks  Profesionalitas ASN adalah  ukuran statistic yang  menggambarkan  kualitas ASN  berdasarkan  kesesuaian  kualifikasi,
kompetensi,  kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen  PAN dan  RB No.  38 Tahun
2018).
Nilai  ]ndeks  Profesionalitas ASN  merupakan gambaran  kualitas  profesionalitas ASN  KKP yang diukur setiap tahun oleh  Biro
SDMA,  Sekretaria{ Jenderal  dengan  mengacu  pada  Pera{uran  Menteri  PAN  dan  RB  No.  38  Tahun  2018 tentang  Peraturan
lndeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara

€ARA PENGua{uRAN

Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:

a.    Kualifikasi

b.   Kompetensi

c.    Kinerja

d.    Disiplin



1. Kualifikasi: Berdasarkan riwayat pendidikan formal terakhir yang dicapai

ERE.::`±;:.:i:.:;`;-i?`RE;i--.:,::.:`-.:;.;-::,;i
Pendidikan  S3
Pendidikan  S2
Pendidikan  SI
Pendidikan  DIll/SM
Pendidikan  Dll/Dl/SMA
Pendidikan  SMP/SD

2. Kompetensi: Berdasarkan riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan

Dlklat Struktural
1          Pernah lkut Diklat pim pada levelnya

0         Tidak pernah lkut Diklat pim pada
levelnya
Dlklat Fungsional

1          Pemah lkut Diklat Fungsional
0         Tidak pemah  lkut Diklat Fungsional

Dlklat 20 JP
1          Pemah lkut Diklat 20 Jp dalam tahun

terakhir
0         Tidak pernah  lkut Diklat 20 Jp dalam

tahun terakhir
S®mlnar

1          Pemah lkut seminar
0         Tidak pemah  lkut seminar

Total M®ngikuti Kompot®nsi

15

15

0

15
15

0

22.5
22.5

0



3. Kinerja: Berdasarkan penilaian prestasi kerja

NO Keterangan  Nilai  SKP Nilai SKP NilaiKinerja

1 Sangat  Baik 91 -ke atas 30
2 Baik 76 s.d 90 25
3 Cukup 61 s.d 75 15
4 Kurang 51  s.d 60 5
5 Buruk 50 s.d Kebawah 1

4. Disiplin:Berdasarkan riwayat penjatuhan hukuman disiplin

I
Nana Hukuman Disiplin

Tidak Pernah Mendapatkan  Hukuman
Disiplin

FR          Pernah mendapatkan  Hukuman  Di§iplin
Tingkat  Ftingan
Pernah mendapatkan  Hukuman  Disiplin
Tingkat Sedang
Pernah mendapatkan  Hukuman  Di5iplin
Tingkat  Berat



erhitungan Data

Pola

Peri

Cascading

si

Pelaporan

lndeks

(X) Output Tk. Kendali Rendah            { ) Output Tk. Kgndali Tinggi

Biro SDMAO

(     )Akumulasi

:        (    )AdopsiLang§ung

:        (X)Maximize

:        (    )Bulanan

(       )Outcome

(     ) Rata-rata                               (  X) Nilai posisiAkhir

(X) LingkupDipersempit        (     ) Komponen pembentuk          (   ) BuatBaru

(    ) Minimize                                     (     )Stabilize

( ) Triwulanan                               (X) Semesteran ( ) TahLinan



Nilai    Penilaian    Mandiri    SAKIP    Lingkup    UPT
Stasiun KPIM Merak (Nilai)



DEFINISI

IK.9

Tata Kelola Pemerintahan yang Balk Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan (BPPMHKP)
Nilai Penilaian Mandm SAKIP Lingkup UPT Stasiun KIPM Merak (Nilai)

Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (AKIP) adalah suatu kondisi dimana instan§i pemerintah telah merubah orientasinya
dari  yang  biasanya  berorientasi  kepada  anggaran  (input)  atau  kegiatan  (output)  semata  menjadi  berorientasi  kepada  hasH
atau outcome.
Nilai  PM  SAKIP  Level  11  dihitung  berdasarkan  PermenpAN-RB  Nomor  88  Tahun  2021   tentang  Pedoman  Evalua§i  ata§
lmplementasi  SAKIP.  Terdapat 4  aspek  penilaian  di  dalam  evaluasi  atas  implementasi  SAKIP,  yakni  perencanaan  kinerja
(30%),  pengukuran  kinerja  (30%),  pelaporan  kinerja  (15%),  dan evaluasi  kinerja  (25%).  Nilai  PM SAKIP  Level  H  merupakan
Ill/llr^n  n^i-I-^-I--__--_  :___I____  ___1       -.`AI-I-I.  n        Lukuran perkembangan implementasi SAKIP di lingkungan BPPMHKP.

GARA PENGUREUEEAEN

Nilai PM SAKIP Level 11 adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil lnspektorat Mitra dari Unit Eselon I
*Apabila penilaian tidak dilakukan oleh lnspektorat Jenderal Mitra,

Satuan Pengukuran

Tingka[ Validifas lK

Sumber Data

Jenis Perhitungan Data

Metode Cascading

Polarisasi

Periode Pelaporan

maka nilai SAKIP Level 11 diperoleh melalui Penilaian Mandiri SAKIP oleh Sekretariat BPPMHKP

:          Nilai

:       (X) Output Tk. Kendali Rendah            (  }OutputTk. KendaliTinggi

:       InspektoratJenderal KKp dan/atau sekretariat BPPMHKP

:        (     )Akumulasi                      (     )Rata-rata

:       (    )AdopsiLangsung         (X)Lingkup
Dipersempit

:       (X)Maximize

:        (    )Bulanan
(    )  Minimize

( ) Triwulanan

(       )Outcome

(  X ) Nilai Posisi Akhir

(     ) Komponen pembentuk               (    ) Buat Baru

(     )Stabilize

(  ) Semesteran ( X  ) Tahunan



Nilai    Kinerja    Perencanaan    Anggaran    (NKPA)
Lingkup UPT Stasiun KIPM Merak (Nilai)



IK.10
Tata Kelola Pemerintahan yang Balk Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan (BPPMHKP)
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup UPT Stasiun KIPM Merak (Nilai)

EBEFiN!S!
•    Nilai  Kinerja Anggaran  adalah  nilai yang dihasilkan alas  kinerja  perencanaan  anggaran  untuk tahun anggaran yang telah

selesai   untuk   menyusun   rekomendasi   dalam   rangka   peningkatan   kualitas   perencanaan   anggaran.   Pengukuran  dan
evaluasi   kinerja   anggaran   yang   dilakukan   oleh   Kementerian   Keuangan   dan   Kementerian   Negara/Lembaga   atas
perencanaan anggaran  melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang  Pedoman
Teknis  Pelaksanaan  Pengendalian dan  Pemantauan  serta  Evaluasi  Kinerja Anggaran Terhadap  Perencanaan Anggaran.
Nilai  Kinerja  Anggaran  dinilai  berdasarkan  aspek  Efektivitas  dan   Efisiensi  yang  dihitung  dengan   menjumlahkan   hasH
hJArl,-I: ----,-- :---_I.!__   ±._ _,±1      I          ,perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

____.____.     ,_---a      _I..`.--'.'g     `.+,,,=J+III     I,I\+||J-Ill,I+,I,\tl,I     11(

TargetAkhirTahunAnggaran2024Level0(K/L)82,00KategoriNilaiKinerjaAnggarandibagimenjadi5(lima),antaralain:
1. Sangat Baik, apabila NKA > 90;
2. Balk, apabila NKA >80 -90;
3. Cukup, apabila NKA >60 -80;
4. Kurang, apabila NKA >50 -60;
5. Sangat Kurang, apabila NKA S 50



Cara Perhitungan:

NKA unll Eselon I

NKA Unit Eselon I, didapalhan dengan menjumlahkan hasil perkalian Capajan lndikator Kinerja Programt Nilai Efektivilas Satker dan Nilai
Efi§iensiSatkerdenganbobotmasing-masingiridikator.AdapunbobolsetiapindikatorKinerjaAnggaranTingka}unilEselon1sebagai
berikut:

Variabel uraian Bobot

Efektivit@s  (75}
1.  Capaian lndikatar l<inerja Program 30

2.  Nilai Eieklivitas Satker 45

Ef]siensl (25} 1.  Nllai Efisiensi Satker 25

a.  Efektivitas
":/affp;I:n{{d£:::#r`::;Oxgr,aomo%)

Keterangan :

CIKSS

RIKSsi

TIKSsi

n

: Capaian lndikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian7`Lembaga

: Ftealisasi lndikator Kinerja Sasaran Strategis i

: Target lndikator Kjnerja Sasaran Strategis i

: Jumlah lndikator Kinerja Sasaran Stralegis



Nilai Efekljvitas Satker

IVEJfat*€r=((i"=t#x±)xl00%)

Keterangan :

N E [ Satker

RVRO.,

TVR0l

I

: Nilai Efektivitas Satker

: Bealisasi Volume flo i

: Target Volume RO i

: Jumlah RO seluruh Satker
b.  Elisiensi

NE Satker ~-{400Mo  x Penggunaan SBK} + (60%  x Ef isiensi SBK}

Formula Perhitungan NRA Unit Eselon I adalah sebagai berikut:

NKA UEI  =  {CIKPX WLiKp) + (NEfsatkL~r   X   WNEfsatkt`r  ) + (NEsatker   X   WNEsatkcr}

l{eterangan:

NKA UEI

CIKP

NEf`saikcr

NEsatk®r

Wc,KP

WNEf§.tker

WNEsatker

: Nilai Kinerja Anggaran Unit Eselon  I

: Capaian lndikator Kinerja Program

: Niiai Efektivilas Satkef

: Nilai Efisiensi §atker

: Bobot Capaian lndikator Klnerja Program

: Bobot Nilai Efektivitas Satker

Bobot Nilai Efisiensi Salker



Satuan Pengukuran

Tingkat Validitas IK

§umber Data

Jenis Perhitungan Data

Metode Cascadi ng

Polan.sasi

Perjode Pelaporan

Nilai

( X ) Output Tk. Kendali Rendah                      (  ) OutputTk. Kendali Tinggi

Biro Keuangan KKP

(     )Akumulasi                               (     )Rata-rata                                      (  X) NIIal posisiAkhir

(    )AdopsiLangsung                 (  X  )LlngkupDipereempit          (     )Komponenpembentuk

(  X  ) Maximize

(    )Bulanan

(    )Minimize

( ) Triwulanan

(     )Stabilize

(  ) Semesteran

(        )Outcome

(    )BuatBaru

(X) Tahunan



Nilai   lndikator   Kinerja   Pelaksanaan   Anggaran
(IKPA) Lingkup UPT Stasiun KIPM Merak (Nilai)



lK.11

Tata Kelola Pemerintahan yang Balk Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan (BPPMHKP)
Nilaii lndikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (lKPA) Lingkup UPT Stasiun KIPM Merak (Nilai)

ELEFIN!Si

[ndikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja
Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas
hasil Pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 lndikator Kinerj.a Pelaksanaan Anggaran.

Kategorj Capaian lndikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain
a.     Sangat Baik, apabila nilai lKPA295;
b.     Baik,apabila 89Snilai lKPA> 95;
a,     Cukup, apabila 70Snilai lKPA<89; atau
d.     Kurang, apabila nilai lKPA>70

CARA PENGUKURAN

1.         RevisiDIPA-Bobotpenilaian l0%
V'   Indikator  revisi  DIPA  dihitung  berdasarkan  frekuensi  revisi  DIPA  dalam  hal  kewenangan  pagu  tetap  yang  dilakukan  satker  dalam  satu

triwulan dimana frekuensi revisi 1 kali dalam  satu triwulan ( tidak kumulatif)

/   Revisi kewenangan IKPA, revisi refocusing yang menjadi  kebijakan pemerintah dikecualikan dalam perhitungan

/   Semakin rendah frekuensi revisi DIPA, maka capaian indikator revisi DIPA semakin baik

lKPA Rev = /KPA I?e„  = £!'=iJtBeu M
'!



2.        Devisiasi FtDP (Halaman Ill DIPA)-Bobot penilaian l0%

tf        lndikator  Deviasi  Halaman  Ill  DIPA dihitung  berdasarkan  rata-rata  kesesuaian  antara  realisasi  anggaran  terhadap  rencana
penarikan dana (RDP) perjenis belanja setiap bulan

+       Nilai RDp dikunci setiap awaHriwulan dengan batas pemutakhiran RPD sampai dengan 10 hari kerja pertama setiap triwulan
khusus triwulan 1  batas akhir pemutakhiran 10 hari kerja bulan Februari

•       Semakin rendah deviasi antara realisasi dengan RPD, maka nilai capaian indikatordeviasi halaman Ill DIPAsemakin baik

3,       Penyerapan Anggaran-BQbotpenilaian 20%
wr          lndikator penyerapan anggaran djhitung berda§arkan rate-rata  nilai kinerja  penyerapan anggaran pada setiap triwulan
/         N"ai kinerja penyerapan anggaran pads setiap triwulan dihitung berdasahan rasio antara tingkat penyerapan anggaran torhadap target

penyerapan anggaran pada §etiap triwulan
/         Semakin tinggi penyerapan anggaran dan melampaui target, semakin baik

Target Triwulan  dihitung dengan

Target per Jenis Belanja dihitung dengan
TA„ = TPBpeg + TPBBar + TPBMod

TPBelpeg„--PaguBpegxTargetBpegTwke~n
TPBelBal+n ~-Pagu BBar x Target BBar Tw ke  -ri
TPBelModn --Pagu BMod I Tat.get BMod Tw. ke  -n

Nilai  Kineria Penyerapan Anggaran Triwulanan

IVA,PAn -  g# .`.loo



7,     DispensasispM -Bobctpenilaian 5°/a

/         Dispensasi   SPM   dihitung   berdesarkan    fa§io   antara   jumlah    SPM   yang
_-_ _  _I _  __       L,                   ,, -mendapatkan di§pensasi keterlambatan pengajuan  SPM rhelebihi bates waktu
yang  ditentukan  terhadap jumlah SPM  yang  di§ampaikan  ke  KPPN dan telah
diterbitkan SP2D-nya pads triwulan  IV,
Nilai IKPA diberikan secai.a bertingkat sesuai dengan kategori rasio Di§pensasi
SPM §ebagaimana berikut:

Kategori Nilai Nilai

Dispensasi SPMyangterbit(Permil)*

Kategori 1 100 0,00 (tidak adadispensasiSPM)

Kategori 2 95 0,01 -0,099

Kategori 3 92 0,1 - 0,99
Kategori 4 85 1 -4,99
Kategori 5 82 >= 5,00

/ Rasio Dispensasi (permil)

F3DSPM =  (
SPMTwUV .r 1000

8.     Capaian Output-Bobotpenilaian 25%

Capaian   Output   (CO)  dihitung   berdasarkan   nilai
komposit    antara    Nilai    Kinerja    (1)    Komp®nen
ketepatan    wiktu    (30%),    dan    (2)    komponen
Capaian RO (70%)
Kompenen  ketepatan  waktu  dihitung  dari  jumlah
pain yang dihitung dari ketepatan waktu pelaporan
capaian  output  paling  lambat  5  h8ri   kerja  pada
bulan berikutnya

NK ROKVIf  = E!'=iROKW
't

Komponen capaian RO dihitung berda§arkan rasio
antara  capaian  atau  realisasi  RO terhadap target
capaian RO. Target capaian RO  triwulan I sampai
dengan   triwulan    Ill    berdasarkan   target   PCRO
same    dengan    target    penyerapan    anggaran,
sedangkan target triwulan  IV sama  dengan  target
RQ pada DIPA
RO  yang dihitung  nilai kinerianya  adalah  RO yang
Terkonfirmasi

Capaian  HO

NK  -CRo ~_ (±ang_i:ixp|}
Hr'

Nilai  lndikator Capaian Output

lKPA  -CRO  ~~ {NK   ~ ROHW x 300y{ob + {NKCRO .x 70%`)



Satuan Pengukuran

Tingkat Validifas lK

Sumber Data

Jenis Perhitungan Data

Metode Cascading

Polarisasi

Periode Pelaporan

:          Nilai

:       (X)Output".KendaliRendah         (  )OutputTk.KendaliTinggi

:        BiroKeuanganKKP

:        (     )Akumulasi

:       (    )AdopsiLangsung

:       (X)Maximize

:        (    )Bulanan

(     )Rata-rata

(  X ) Lingkup
Dipersempit

(    )Minimize

( ) Triwulanan

(       )Outcome

(  X ) Nilai Posisi Akhir

(     ) Komponen pembentuk               (   ) Buat Baru

(     )Stabilize

(X) Semesteran (  )Tahunan



Penyelesaian      temuan      BPK      lingkup      UPT
Stasiun KIPM Merak (%)



lK.12

Tata Kelola Pemerintahan yang Balk Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan (BPPMHKP)
Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Merak ryo)

3EF!NISI
Nilai  temuan  atas  laporan   keuangan  yang  ditampilkan  dalam   Laporan   Hasil   Pemeriksaan   (LHP)   BPK  alas  LK   BPPMHKP
merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan  keuangan
yang   didasarkan   pada   empat   kriteria   yakni   kesesuaian   dengan   standar  akuntansi   pemerintah,   kecukupan  pengungkapan
(adeqwate dJ'sc/OSL/re), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern

CARA PENGUKURAN

Satuan Pengukuran

Tingkat Validitas lK

Sumber Data

Jenis Perhitungan Data

Metode Cascading

Polarisasi

Periode Pelaporan

:       Pe rsen

(X) Output Tk. Kendali Rendah            (  ) Output Tk. Kendali Tinggi
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

:        (     )Akumulasi                      (     )Rata-rata

:        (    )AdopsiLangsung         ()LingkupDipersempit

:        (X)Maximize

:        (    )Bulanan
( ) Minimize

( ) Triwulanan

(       )Outcome

(  X ) Nilai Posisi Akhir

(X) Komponen pembentuk             (   ) Buat Baru

(     )Stabilize

(  ) Semesteran ( X  ) Tahunan



Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang
dimanfaatkan   untuk  perbaikan   kinerja   lingkup
UPT Stasiun KIPM Merak (%)



IK.13

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan (BPPMHKP)
Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbajkan kinerja lingkup
UPT Stasiun KIPM Merak  (%)

•     Jumlah rekomendasi hasil pengawasan lnspektorat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi
baik bentuk surat maupun Bab) yang terbit pada Triwulan lv tahun 2023 s.d Triwulan Ill Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti
(berstatus proses dan/atau tuntas) yang menjadi objek pengawasan.

•     Nilai Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Lingkup BPPMHKP

menggunakan nilai Eselon I BPPMHKP.

CARA PENGUKURAN

Satuan Pengukuran

Tingkat Validitas IK

Sumber Data

Jenis Perhitungan Data

Metode Cascading

Polarisasi

Periode Pelaporan

I Nt : Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti
I N  : Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan

:       Persen

:       (X) Output Tk. Kendali Rendah            (  ) OutputTk. Kendali Tinggi

:       lnspektoratJenderal KKP

:        (     )Akumulasi

:       ()AdopsiLangsung

:       (X)Maximize

:        (    )Bulanan

(     )Rata-rata

(X) Lingkup
Dipersempit

(    )  Minimize

(X) Trtwulanan

(       )Outoome

(  X ) Nilai Posisi Akhir

(     )Komponen pembentuk              (    )BuatBaru

(     )Stabilize

(  ) Semesteran (   )Tahunan



TLnggkkuajupkfps::ustuannKIPP#:faaka(no/o)barang,jasa



IK.14

Tata Kelola Pemerinfahan yang Baik Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan (BPPMHKP)
Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup UPT Sfasiun KIPM Merak (%)

E!EF!N!S!
•  Suatu   ukuran  yang  menggambarkan  tingkat   kepatuhan  dalam   Pengadaan  Barang/Jasa   lingkup   UPT

BPPMHKP telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

CARA PENGUKURAN

Satuan Pengukuran

Tjngkat Validitas IK

Sumber Data

Jenis Perhitungan Data

Metode Cascading

Polarisasi

Periode Pelaporan

Tingkat kepatuhan PBJ UPT BPPMHKP diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur
berikut:
1.   Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%)
2.   Persentasejumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%).
3.   Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%).
4.   Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).

:       Pe rsen

:       (X) OutputTk. Kendali Rendah            (  ) OutputTk. KendaliTinggi

:       SekretariatBPPMHKP

:        (     )Akumulasi

:        (    )AdopsiLangsung

:       (X)Maximize

:        (    )Bulanan

(     ) Rata-rata

(  X  ) Lingkup
Dipersempit

(    )Minimize

(X) Triwulanan

(       )Outcome

(  X ) Nilai Posisi Akhir

(     ) Komponen pembentuk               (    ) BuatBaru

(     )Stabilize

(  ) Semesteran ( X  ) Tahunan



Tingkat kepatuhan BMN Iingkup UPT Stasiun
KIPM Merak (%)



lK.15

Tats Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan (BPPMHKP}
Tingkat kepatuhan BMN Iingkup UPT §tasiun KIPM Merak (%)

REgFBENi§i

•    Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN Iingkup UPT BPPMHKP telah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

•.   i..:.1`.     .   `  :.-:   !t.;i   s..i    (...i.:.    .'...I.1

TingkatkepatuhanpengelolaanBMNLingkupUPTdiukurberdasarkanjumlahnilaidaribeberapaunsurberikut:
1.     Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2023 (bobot l0%);
2.     Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 tahun 2023 baik ke pengguna

barang
dan pengelola barang (bobot 25%);

3.     Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilajan kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2023 (bobot 20%);
4.     Pemanfaatan BMN hasH pengadaan belanja modal tahun 2023 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot

25%);
5.     Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 20%).

Satuan Pengukuran

Tingkat Validitas IK

Sumber Data

Jenis Perhitungan Data

Metode Cascading

Polarisasi

Persen

(X) Output Tk. Kendali Rendah                        (  ) Output Tk, Kendali Tinggj

Sekretariat BPPMHKP

(     )Akumulasi                               (     ) Rats-rafa                                      (  X) Nilai posi§iAkhir

(    )AdopsiLangsung                 (  X  ) LingkupDipersempit         (     )Komponenpembenfuk

(  X  ) Maximize

(    )Bulanan

(    )Minimiae

(X) Triwulanan

(     )Stabilize

(  ) Seme§feran

(       )Outcome

(    )BuatBaru

( X  ) Tahunan



LEMBAR PENGESAHAN

Manual lKU Stasiun KIPM Merak yang dipersiapkan dan dlsusun oleh tim Pengetola Kineria Stasiun KIPM Merak telah disetujui oleh Kepafa Stasiun KIPM Merak.

03  1  002


